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 Sistem pengupahan kuli angkut getah karet yang terjadi di Desa Gunung 
Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi 
Lampung merupakan sistem upah yang sudah berlangsung sejak lama. Proses 
yang terjadi hampir sama dengan proses upah yang lainya yakni tarif ditentukan 
dan disetujui oleh kedua pihak yakni antara pemilik barang atau pemilik lapak dan 
kuli angkut getah. 
 Masalahnya adalah adalah tarif yang diberlakukan disertai dengan 
penentuan lokasi pengiriman barang yang tidak terkait dengan tarif, maksudnya 
adalah berbeda lokasi pengiriman tarifnya tetap sama, sehingga berakibat berbeda 
pada hasil yang diperoleh para kuli angkut setiap pengiriman meskipun pekerjaan 
yang dilakukan adalah sama.  
 Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini ialah:  
1. Bagaimana praktik upah kuli angkut getah karet di Desa Gunung Sari 
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi 
Lampung. 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pengurangan upah akibat 
penyusutan barang muatan getah karet yang terjadi di Desa tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang praktik pengupahan yang 
terjadi di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambukibang dan bagaimana 
tinjauan Hukum Islam  terkait proses pengupahan yang terjadi.  
 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan lapangan (field 
Research), serta sifat peneitian ini adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan 
adalah sumber data primer  dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah 
Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik pengolahan data adalah Editing, 
Organizing,dan Sistemazing, dengan analisa data kualitatif menggunakan metode 
berfikir Induktif 
 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 
1. Pelaksanaan praktik pengupahan kuli angkut getah karet yang terjadi di Desa 
Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat 
telah terjadi sejak lama dan praktik tersebut mengakibatkan ketidakadilan di 
pihak kuli angkut, diakibatkan keamaan tarif untuk setiap pengiriman yang 
diberlakukan mengakibatkan hasil upah yang diperoleh berbeda. 
2. Tinjauan hukum Islam tentang akad yang terjadi di desa tersebut sesuai 
dengan syariat yakni telah memenuhi rukun dan syarat, namun praktik 
pengupahan tersebut melanggar aturan dalam hukum Islam yakni pripsip 
keadilan dan keseimbangan prestasi sehingga praktik pengupahan tersebut 
adalah haram. Hal tersebut karena tidak sesuai dengan firman Allah SWT 
sebagaimana dijelaskan dalam QS.An-Nisa ayat 29 yang menyatakan 
larangan memakan harta sesama secara batil dimana pengepul secara sengaja 







                         
                       
 
 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 
dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” 
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A. Penegasan Judul 
Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang 
dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan 
pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah 
yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengurangan Upah Akibat Penyusutan 
Barang Muatan Getah Karet Studi Kasus di Desa Gunung Sari Kecamatan 
Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung” 
Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk 
diuraikan adalah sebagai berikut: 
1. Tinjauan Hukum Islam 
a. Tinjauan 
Pengertian tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 
meninjau; pandangan;pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, 
dsb). 
b. Hukum Islam menurut Amir Syarifuddin adalah sperangkat peraturan 
berdasarkan Wahyu Allah dan Sunah Rasul, tentang tingkah laku 




                                                          






 Tinjauan Hukum Islam adalah peninjauan, penyelidikan, atau 
mempelajari semua hal tentang perbuatan mukalaf untuk memperoleh 
suatu hukum. 
2. Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Gtah Karet 
a. Pengurangan adalah proses, cara, atau perbuatan mengurangkan 2 
b. Upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai 
pembayar tenaga yang dibayarkan untuk mengerjakan sesuatu  
c. Penyusutan adalah proses berkurangnya suatu zat, dalam hal ini 
penyusutan yang dimaksud adalah berkurangnya berat dari getah karet 
akibat dari keluarnya air dari dalam getah. 
d. Getah Karet adalah zat cair pekat dari batang pohon karet yang 
diperoleh dengan cara melukai  batangnya sehingga keluar cairan 
kentak yang kemudian di tampung dan dikumpulkan untuk kemudian di 
jual dan memiliki nilai ekonomis. 
  Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet 
adalah berkurangnya barang muatan berupa getah karet yang diakibatkan 
oleh sifat dari getah karet itu sendiri yang dapat menyusut beratnya sehingga 
mengurangi jumlah upah dari kuli yang bekerja mengangkut getah karet 
tersebut. 
3. Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Propinsi Lampung dipilih sebagai tempat melakukan penelitian 
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 Team Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Pustaka Phoenix, Jakarta, 








dikarenakan daerah tersebut merupakan tempat tinggal asal atau kampung 
halaman penulis, sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian. 
 
B. Alasan Memilih Judul 
 Alasan penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet” ini 
yaitu: 
1. Permasalahan yang dibahas yaitu praktik pengurangan upah yang terjadi di 
desa Gunung Sari dikhawatirkan merugikan salah satu pihak sehingga 
sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.  
2. Judul Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan 
jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) fakultas Syari’ah UIN Raden 
Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam 
pengetahuan. 
 
C.  Latar Belakang 
Sebagai mahluk sosial, manusia saling berhubungn antara satu dengan 
yang lainya dalam rangka memenuhi berbagai macam kebutuhanya. Seperti 
diantaranya kegiatan ekonomi yang yang akan selalu dilakukan oleh manusia 
selama manusia tersebut masih hidup. Hal ini dilakukan karena memang sudah 
tabiat manusai untuk selalu memenuhi kebutuhan dan keinginanya. Oleh 






Allah SWT telah menciptakan peraturan yang mengatur hubungan tersebut 
yakni muamalah.  
Pengertian muamalah secara luas adalah keseluruhan ajaran Islam. Sedang 
dalam arti sempit/khusus muamalah adalah hukum Islam yang mengatur tata 
hubungan antar manusia yang objeknya kebendaan.
3
 Diantara hubungan 
menusia yang memiliki objek kebendaan adalah jual beli, sewa menyewa, 
hutang piutang, upah mengupah, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk 
muamalah yang sering terjadi adalah hubungan kerja sama antara  manusia 
disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja  yang disebut 
buruh atau tenaga kerja dengan pihak penyedia pekerjaan atau lapangan 
pekerjaan yang disebut majikan untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan 
ketentan pihak pekerja atau buruh menerima upah. Kerja sama seperti ini 
dalam fiqih disebut dengan akad ijarah, yaitu sewa menyewa jasa manusia. 
ََل    َ ۡجِدُكۡم  َُ ه  ٍِهَّ أَۡسِكىٌُُُهَّ ِمۡه َحۡيُث َسَكىتُم مِّ ِت َحۡمٖم فَأَوفِقُُْا َعهَۡي
نََٰ َْ إِن ُكهَّ أُ َ  
ٍِهََّّۚ ٌَُهَّ نِتَُضيِّقُُْا َعهَۡي تَُضآرُّ
َّٰ يََضۡعَه َحۡمهٍَُهََّّۚ فَإِۡن أَۡرَضۡعَه نَُكۡم فَ  إِن تََعاَسۡوتُۡم فََتتُۡوِضُ  نًَُ ََحتَّ َ ۡأتَِمُوَْا يَۡيىَُكم يَِمۡعُوَ ٖۖ   َ  ۥٓاتٌُُُهَّ أُُجَُرٌُهَّ 
 َِٰ   ٦أُۡخَو
Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan 
mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-
isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada 
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka 
menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada 
mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala 
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka 
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 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih jilid satu,,, h, 35 
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 Upah setiap orang harus ditentukan berdasaran kerjanya dan sesuai dengan 
apa yang telah dikerjakan oleh pekerja, oleh karena itu harus dibayarkan tidak 
kurang dan tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan.  Dalam Islam upah 
pekerja harus segera diberikan setelah pekerjaan selesai. Sebagaimana sabda 
Rasululah SAW :  
َّ هللا َعىًُ ق َسهَم اَْعطُُااَلَِجيَواَْجَويُ قَْبَم اَ َعْه ايِه ُعَمَوَرِض َ  ًِ َل: َرُسُل هللا َصهّ هللا َعهَي
 (يه ماخً)رَاي ْن يَِّجفَّ َعَوقًُُ اَ 
Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasululah SAW : 




Hadist diatas menjelaskan tentang ketentuan dari pembayaran upah orang 
yang melakukan pekerjaan dimana nabi menganjurkan harus segera dilakukan 
tanpa harus menunda sebab dikhawatirkan upah tersebut akan segera 
digunakan atau sangat dibutuhkan oleh pekerja. 
Pekerja dalam hal pengupahan atau upah-mengupah melakukan 
pekerjaanya dengan penuh amanah sebab pekerjaan yang ia kerjakan adalah 
tanggungjawabnya sehingga wajib ditunaikan dengan sungguh-sunguh. 
Sebaliknya bagi orang yang mempekerjakn nya wajib membayarkan upah dari 
hasil yang dikerjakan oleh pekerja sebagai hak dari pekerja. Terdapat hak dan 
kewajiba diantara kedua pihak.
6
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 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma’arif, 1987) h. 10. 
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 Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang 
diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada 
orang lain yang berstatus sebagai majikan harus mempunyasi sifat keadilan. 
Keadilan disini adalah keadilan dimana majikan memberikan upah atau 
membayarkan gaji sesuai dengan kewajibanya terlepas dari perjanjian yang 
telah disepakati, sebagaimana sebuah hadist berikut ini : 
ْقِسِطنَي َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َعْمرَِوْبِن الَعاِص َرِضَى اهلل َعنُو َقَل: َرُسول اهلل َصلى اهلل َعَليِو َوَسَلم 
ُ
ِانَّ امل
 )رواه سلم وانسائى( ِعْنَداهلِل َعلى َمَنا ِبَرِمْن نُّورٍَعْن َيَِنْيِ الَرْْحِن الَِّذْيَن يَ ْعِد ُلْوَن ِِف ُحْكِمِهم
Artinya: Dari Adullah bin Amr Ash r.a berkata: Rasulullah SAW bersada: 
“Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil disisi Allah berada 
dipuncak cahaya disebelah kananNya yaitu mereka yang berlaku 
adil terhadap sesuatu yang diamanatkan kepadanya.” (H.R. Muslim 
dan An Nasa’i). 
 Dari hadist ini diketahui betapa mulianya seseorang yang berlaku adil. 
Adil dalam kepemimpinanya mengambil keputusan hukum maupun dalam 
segala hal yang dilakukanya tak terkecuali dalam hal muamalah khususnya 
upah mengupah. Perlakuan adil antara pengupah dengan para pekerjanya
7
 
Kegiatan upah mengupah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah 
yang boleh dilakukan dengan antara pemilik jasa dan penyedia pekerjaan 
sesuai dengan kesepakatan kerja atau kesepakatan gaji yang telah di tentukan. 
 Seperti yang terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Lambu Kibang, 
Kabupaten Tulang Bawang Barat  terjadi praktik upah mengupah dalam bidang 
angkutan barang yakni antarapengepul getah karet dengan kuli angkut. 
                                                          
 
7








 Praktik upah atau kesepakatan kerja yang terjadi adalah para karyawan 
yakni buruh kuli mengangkat barang keatas kendaraan setelah sebelumnya 
barang tersebut ditimbang kemudian setelah kendaraan penuh dengan muatan 
lalu kendaraan pergi menuju ke berbagai tempat pengiriman yang jarak 
masing-masing tempat pengiriman berbeda, kesepakatan upah atau gaji adalah 
para kuli diberikan upah sebesar Rp. 55 per kilogram getah karet setelah 
barang sampai di pabrik.. Getah karet adalah barang yang mempunyai sifat 
dapat menyusut beratnya semakin jauh jarak pngiriman maka semakin lama 
barang berada di atas kendaraan dan sudah pasti semakin banyak penyusutan 
berat.  
 Masalahnya adalah upah yang diberikan oleh majikan atau pemilik barang 
kepada karyawan atau para kuli adalah sejumlah Rp. 55 per kilo gram getah 
setelah sampai di lokasi pengiriman. Hal ini menyebabkan jumlah upah atau 
bayaran yang diterima karyawan akan berbeda berdasarkan jarak lokasi 
pengiriman, semakin jauh lokasi maka akan semakin sedikit upah yang 
diterima. Hal ini yang dikeluhkan para karyawan upah tersebut mereka tidak 
berdasarkan apa yang mereka angkut tetapi tidak menentu berdasarkan jarak 
lokasi pengiriman padahal yang mereka angkut adalah jelas.  
 Sistem upah seperti ini terjadi hampir diseluruh tempat pengepulan getah 
karet yang ada di Desa Gunung Sari Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten 








D.  Fokus Penelitian 
 Fokus Penelitian pada penelitian ini adalah berfokus pada sistem 
pengupahan kuli angkut getah karet, dimana barang yang menjadi objek 
penelitian adalah getah karet merupakan barang yang dapat dengan mudah 
menyusut berat nya yang menjadi acuan dalam kesepakatan antara kedua belah 
pihak yang bersepakat dalam akad pengupahan tersebut maka penulis 
menentukan fokus penelitian pada sistem pengupahannya. 
 
E. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimana praktik upah kuli angkut getah karet yang terjadi di desa Gunung 
Sari Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengurangan Upah Akibat 
Penyusutan Barang Muatan Getah Karet di Desa Gunung Sari, Kecamatan 
Lambu Kibang Tulang Bawang Barat ? 
 
F. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah  
a. Untuk mengetahui praktik upah kuli angkut getah karet yang terjadi di 
desa Gunung Sari kec. Lambu Kibang 
b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang praktik upah kuli 








G. Signifikasi Penelitian 
Adapun Signifikasi Penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu 
memberikan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Tentang 
Pengurangan Upah Akibat Penyusutan Barang Muatan Getah Karet dan untuk 
memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai teori-teori yang 
berkenaan dengan upah kuli angkut getah karet. Selain itu diharapkan 
dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik 
Fakultas Syari’ah Jurusan Muamalah pada khususnya serta menambah 
wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian 
selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan 
memperoleh hasil yang maksimal. 
b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat 
memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) 
pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan lapangan. Alasannya 
adalah dalam mengkaji tinjauan hukum islam tentang sistem pengupahan 
kuli angkut getah karet dalam penerapanya, dengan konsep hukum Islam 
untuk melahirkan tinjauan hukum Islam. Dimana akan muncul suatu temuan 






metode yang dimaksud, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan 
(field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan 
masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat 
(sosial), maupun lembaga pemerintah.
8
  
Penelitian ini dilakukan dengan berkunjung langsung ke Desa Gunung 
Sari Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat sebagai tempat yang 
dijadikan penelitian. 
Selain lapangan penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian 
kepustakaan (library Research) sebagai pendukung dalam melakukan 
penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan 
yang relevan dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan penulis ini bersifat deskriptif, yaitu suatu 
metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, 
sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan 
fenomena tertentu.
9
 Dalam penelitian ini akan di deskripsikan bagaimana 
tinjauan hukum islam tentang pengupahan kuli angkut getah karet. Data 
yang diperoleh sebagai data lama, dianalisa secara bertahap dan berlapis 
dengan cara analisis kualitatif berdasarkan teori pengupahan yang bersifat 
desktiptif 
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3. Data dan Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Adapun 
yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang 
didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (para kuli dan majikan 
pemilik muatan getah karet di Desa Gunung Sari Kec. Lambu Kibang 
Kab. Tulang Bawang Barat). 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 
dokumen.
10
 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 
membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 
dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai 
relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang 
pengurangan upah akibat penyusutan barang muatan getah karet. 
4. Populasi  
Populasi adalah seluruh objek penelitian. Jika seseorang ingin meneliti 
seluruh elemen yang ada dalam wilayah penelitan, maka penelitianya 
merupakan penelitian populasi.
11
 Studi penelitianya disebut studi populasi 
atau sensus. pada penelitian lapangan, ditemukan populasi sejumlah 9 orang 
yang terlibat dalam kegiatan upah mengupah di Desa Gunung Sari. Apabila 
subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitianya 
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adalah penelitian populasi maka dalam penelitian ini tidak digunakan 
sampel melainkan seluruh pupolasi diambil sebagai objek penelitian. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa 
metode, yaitu data primer dan sekunder 
a. Data Primer 
1) Observasi 
 Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan 
melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 
gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.
12
 Pengumpulan 
data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data 
dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain 
untuk keperluan tersebut.
13
  Dalam hal ini peneliti datang langsung ke 
lokasi dimana kegiatan pengupahan terjadi yaitu di desa Gunung Sari 
dan melakukan penelitian selama lebih kurang enam bulan sdimulai 
pada tangga 5 Mei 2018 hingga 13 November 2018 untuk mengetahui 
secara langsung proses kegiatan pengupahan berlangsung mulai dari 
proses memuat barang hingga pengupahan sehingga penulis 
mendapatkan data secara secara jelas, langsung dan lebih mudah 
dalam pengumpulan data. 
2) Interview 
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 Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si 
penanya atau pewawancara  dengan si penjawab atau responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara 
langsung kepada pihak yang terkait dalam praktik pengupahan yaitu 
kepada kuli angkut getah karet, sopir truk yang mengangkut getah 
karet, kepala Desa Gunung Sari, serta pemilik lapak getah karet untuk 
memperoleh data yang lebih banyak. 
3) Dokumentasi  
 Dokumentasi mrupakan cara mengumpulkan data melalui 
peninggala terulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 
tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dan lain-lan yang 
berhubungandengan masalah penelitian.
14
 Metode ini digunakan 
penulis untuk memperoleh data mengenai sejarah dan perkembangan 
pengupahan kuli angkut getah karet dengan melakukan kunjungan ke 
kantor kepala desa atau balai desa Gunung Sari untuk mengetahui 
Profil Desa Sari. 
b. Data Seknder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat 
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 Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang 
membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 
dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai 
relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu tentang 
pengurangan upah akibat penyusutan barang muatan getah karet. 
6. Pengolahan Data 
Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data 
tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu memeriksa ulang dari semua data yang 
diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, 
keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.
16
 
b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian 
yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan 
dengan rumusan masalah secara sistematis.
17
 
c. Sistematika data (sistemazing) yaitu bertujuan untuk menempatkan data 
menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, 
dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan 
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7. Analisis Data 
Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. 
Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang umum 
untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih 











A. Akad Menurut Hukum Islam 
1.  Pengertian Akad 
Akad berasal dari bahasa Arab (اٌؼمذ ) yang artinya perikatan, dan 
permufakatan.
1
 Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul 
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariat yang 
berpengaruh pada obyek perikatan. 




a. Mengikat (ar-Aabthu), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersabung 
dikemudian menjadi potongan benda. 
b. Sambungan (Aqdatun), yaitu sambungan yang menjadi memeganng 
kedua ujung itu dan mengikatnya. 
c. Janji (al-ahdu), sebagaimana dijelaskan dalam alquran:  
ٰۚ  ٝ ِذِٰٰٖۚۚتٍََ ۡٙ ٰۚتَِؼ  ٝ فَ ۡٚ ٰۚأَ ۡٓ ٝ َٰٰٰۚۚٚۚۦَِ ٰٰۚۚٱذَّمَ َّْ ِ َٰۚفَئ ٰٰۚۚٱّللَّ ٠َُِٰٓۚحةُّ رَّم١ِ ُّ
ٌۡ  ٦٧ٰۚٱ
Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa”.(QS. Al-Imron :76) 
3 
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Istilah ahdu dalam al-Quran mengacu pada pertanyaan seorang yang 
mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain, 
perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak 
lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh pada janji yang 
dibuat orang tersebut. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT 
menyukai orang yang menepai janjinya siapapun orang nya.
4
 
Firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yakni: 
َاٰۚ َٰٓأ٠َُّٙ  َ٠َٰٓۚ فُْٛاٰۚتِٰٰۚۚٱٌَِّز٠ ۡٚ ْاٰۚأَ َٰٛٓ ُٕ َِ ُؼمُِٛد َٰۚءا
ٌۡ حُٰٰۚۚٱ َّ ١ِٙ ُِٰۚأُِحٍَّۡدٌَُٰۚىُٰۚتَ َؼ  ۡٔ ٰٰۚۚٱۡۡلَ ُۡ َٰۚػ١ٍَُۡى  ٝ ا٠ُٰۚۡرٍَ َِ ٰۚ إَِّلَّ
ٰۚ ِحٍِّٟ ُِ ١ۡذَِٰۚغ١َۡشٰۚ ٰٰۚۚٱٌصَّ َّْ ٰۚإِ ٌۗ َ ُٰۚحُش ُۡ أَٔرُ ََٰٚۚ ا٠ُِٰۚش٠ُذٰٰۚۚٱّللَّ َِ ٰۚ ُ   ٠َٔۡحُى
Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-




Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan 
sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu 
yang disyari‟atkan. Kata akad menurut istilah terkadang digunakan dalam 
pengertian umum, yakni sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya 
sendiri atau dengan orang lain dengan kata harus, yakni saling mengikat 
antar kedua pihak yang melakukan akad atau perjanjian yang telah dilah 
disepakati bersama sebelumnya. 
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Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi 
tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, 
seperti waqaf, talak, dan sumpah,maupun yang muncul sari dua 
phakseperti jual beli, sewa, upah. Secara khusus akad berarti keterikatan 
antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dengan 
qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang 
disyari‟atkan dan berpengaruh dalam sesuatu. Istilah “perjanjian” dalam 
hukum indonesia disebt “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal 
dari kata: „ahdu, yang berarti janji sebagaimana dijelaskan dalam Al-
quran: 
ٰٰۚۚ  ٝ ِذِٰٰٖۚۚتٍََ ۡٙ ٰۚتَِؼ  ٝ فَ ۡٚ ٰۚأَ ۡٓ ٝ َٰٰٰۚۚٚۚۦَِ ٰٰۚۚٱذَّمَ َّْ ِ َٰۚفَئ ٰٰۚۚٱّللَّ ٠َُِٰٓۚحةُّ رَّم١ِ ُّ
ٌۡ  ٦٧ٰٰۚۚٱ
Artinya: “Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali Imran: 76) 
ٰٰٰۚۚۚ ًَ ِء٠ َٰٓ ٰۚإِۡسَش  َٰٟٓ ثَِٕ ٰٰۚۚٱۡرُوُشٚا٠َْٰۚ  َٟ رِ َّ َِٰٰٟٓۚٔۡؼ ٰۚأُِٚفٰٰۚۚٱٌَّرِ َٰٞٓ ِذ ۡٙ ٰۚتَِؼ فُْٛا ۡٚ أَ َٚ ٰۚ ُۡ َٰۚػ١ٍَُۡى ُد ّۡ َؼ ۡٔ أَ
ٰۚفَٰۚ َٟ
إ٠َِّ  َٚ ٰۚ ُۡ ِذُو ۡٙ ِْٰۚتَِؼ   ٰٓٗۚٱۡسَ٘ثُٛ
Artinya: “Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku 
anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, 
niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-
Ku-lah kamu harus takut (tunduk)” (QS. Al- Baqarah: 40) 
 
ََّلٰۚ َٰٰٚۚۚ اَي َِ ٰۚ ُِٰۚذَۡمَشتُْٛا ١َر١ِ
ٌۡ ٰۚتِٰٰۚۚٱ ُٰٰٖۚۚٱٌَّرِٟإَِّلَّ ٰۚأَُشذَّ ٠َٰۚۡثٍَُغ  ٝ َٰۚحرَّ ُٓ ٰۚأَۡحَس َٟ ٰۚتِٰٰۚۚۥ ِ٘ فُْٛا ۡٚ أَ ِذ َٰۚٚ ۡٙ َؼ
ٌۡ ٰۚٱ
ٰۚ َّْ ذَٰۚإِ ۡٙ َؼ
ٌۡ سٰٰۚۡۚٱ َِ ٰۚ َْ َوا
ُ ٰۚ َّٰٰٖۚۚٗٛل 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 






Istilah „ahdu dalam Alquran mengacu pada pernyataan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan 
tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat 
seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun 
tidak , tidak berpengaruh pada janji yang dibuat oleh orang tersebut, 
seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran diatas bahwa janji tetap 
mengikat orang yang membuatnya.
6
 
„Aqdu, yang berarti sambungan, yaitu menyambung atau 
menghubungkan dan mengikatnya.
7
 Perkataan „aqdu mengacu pada 
terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seeorang mengadakan janji 
kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan 
pula suatu janji yang berhbungan dengan janji yang pertama, maka 
terjadilah perikatan dua buah janji („aqdu) dari dua orang yang 
mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut 
perikatan („aqdu). 
2. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun Akad 
Setelah mengetahui bahwa akad adalah suatu perbuatan yang 
sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan 
masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam 
yang diwujudkan oleh akad, rukun akad adalah sebagai berikut
8
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1) Aqid, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (aqid 
ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. 
Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus 
dipenuhi oleh aqid, antara lain: 
a) Ahliyah, keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan 
transaksi. Biasanya seseorang akan memiliki ahliyah jika telah 
baliq dan berakal, yang berarti tidak gila mampu membedakan 
yang baik dan yang buruk. 
b) Wilayah, yaitu hak dan kewenangan seseorang yang 
mendapatkan legalitas syar‟i untuk melakukan transaksi atas 
suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan 
pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga 
ia memiliki hak dan kewenangan untuk mentransaksikanya. 
2) Ma‟qud alaih ialah benda –benda yang diakadkan. 
3) Maudhu‟ al „aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad. Beda akad, maka berbedalah maksud dan tujuan pokok akad. 
4) Sighat al „aqd ialah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang 
berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya 
tentang terjadinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan 
ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut biasa 






a) Akad dengan Lafazh (Ucapan) 
Akad dengan ucapan adalah akad yang paling sering 
digunakan sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. 
Tentu saja kedua belah pihak harung saling mengerti satu sama 
lain ucapan masing-masing serta menunjukn keridhaanya. 
b) Akad dengan perbuatan 
Akad ini terjadi tanpa menggunakan ucapan, sebab 
terkadang dalam akad tidak digunakan ucapan tetapi cukup 
dengan perbuatan yang menujukan saling meridhai, misalnya 
pernjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. 
c) Akad dengan Isyarat 
Akad dengan isyarat digunakn bagi orang-orang yang tidak 
mampu berbicara, sebaliknya bagi orang yang mampu berbicara 
tidak dibenarkan dengan akad ini melainkan harus dengan 
menggunakan akad lisan atau tulisan 
d) Akad dengan Tulisan 
Akad dengan tulisan  diperbolehkan digunakan bagi orang 
yang mampu berbicara maupun yang tidak mampu berbicara 




Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Sighat al „aqd ialah: 
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a) Sighat al „aqd harus jelas pengertianya, hal yang termasuk  
dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak 
pengertian 
b) Harus sesuai antara ijab dan qabul tidak boleh antara yang 
berijab dengan yang menerima berbeda lafadz. 
c) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang 
bersangkuan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau 
ditakut-takuti oleh orang lain. 
b. Syarat Akad 
Setiap pembentukan Aqad atau akad mempunyai syarat yang 
ditentukan syara‟ yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum 




1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah 
akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang 
yang berada dibawah pengampuan karena boros atau yang lainya. 
2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
3) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukanya walaupun dia bukan aqid yang 
memiliki barang. 
4) akad itu akad yang tidak dilarang oleh syara/ 
5) akad dapat memberikan faedah. 
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6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka 
jika jika orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum 
adanya kabul maka batal ijab nya. 
7) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang 
beijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut 
batal. 
3. Macam-macam Akad 
a. „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilakukan langsung pada waktu 
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 
akad adalah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 
tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
b. „Aqad Mu‟alaq ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat yang telah ditentukan dalam akad. 
c. „Aqad Mudhaf  ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
pelaksanaanya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
4. Prinsip –prinsip Berakad 
Hukum Islam telah menetapkan beberapa perinsip dalam ber-akad 
yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang  dilaksanakan oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:
11
 
a. Prinsip Kebebasan berakad 
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Yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat 
membuat akad yang dibuatnya sesuai dengan kepentinganyasejauh 
tidak merugikan pihak lain atau makan harta sesama dengan cara 
bathil tetapi dengan jalan muamalah yang telah ditentukan oleh Allah 
SWT. 
b. Prinsip Perjanjian itu mengikat 
Allah telah menganjurkan pada manusia dalam melakukan perjanjian 
harus tertulis dan adanya saksi supaya mengikat sebagaimana sebuah 
perjanjian akad yang didalam nya terdapat hak dan kewajiban masing-
masing 
ََّلٰۚ اَيَٰٰۚۚٚ َِ ُِٰۚذَۡمَشتُْٛاٰۚ ١َر١ِ
ٌۡ ٰۚتِٰٰۚۚٱ ُٰٰٖۚۚٱٌَّرِٟإَِّلَّ ٠َٰۚۡثٍَُغٰۚأَُشذَّ  ٝ َٰۚحرَّ ُٓ ٰۚأَۡحَس َٟ فُْٛاٰۚتِٰٰۚۚۥ ِ٘ ۡٚ أَ ِذ َٰۚٚ ۡٙ َؼ
ٌۡ ٰٰۚۚٱ َّْ ذَٰۚإِ ۡٙ َؼ
ٌۡ سٰٰۚۡۚٱ َِ ٰۚ َْ َوا
ُ ٰۚ َّٰٰٖۚۚٗٛل 
Artinya:  “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali 
dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa 
dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta 
pertanggungan jawabnya” (QS.Al Isra‟: 74) 
c. Prinsip Ibadah 
Prinsip ini yakni segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama 
tidak ada dalil yang melarang. Maksudnya adalah semua perbuatan 
muamalah m,anusia selain untuk memenuhi kebutuhan juga ditujukan 
untuk beribadah, sebab hakikatnya Allah tidak menciptakan manusia 








d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi 
Hukum perjanjian Islam harus menekankan adanya keseimbangan 
antara kedua belah pihak, antara hak dan kewajiban dan tidak ada 
kezaliman serta pihak yang dirugikan yang terjadi dalam suatu 
perikatan atau perjanjian. Adil merupakan salah satu sifat Allahyang 
sering disebut dalam Al Quran sehingga Allah menekankan perilaku 
adil kepada umat Islam  
َا َٰٓأ٠َُّٙ  َ٠َٰٰۚٓۚ ٰۚتِٰٰۚۚٱٌَِّز٠ ُٰۚشََٙذآََٰء ِ ّٰۚلِلَّ َٓ ١ ِ
 َّٛ ٰۚلَ ُٰۚوُْٛٔٛا ُْٕٛا َِ َٰۚءا
مِۡسِط  ٌۡ َٰۚشَٰٰٕۚۚٱ ُۡ َُّٕى َِ ٠َٰۚۡجِش ََّل ََٚ ٰۚ
 
ٰۚذَۡؼِذٌُْٛا ٰۚأََّلَّ َٰٓ  ٝ َٰۚػٍَ َع ۡٛ ٰۚلَ ُْ ٰٰۚۚٱۡػِذٌُٛاْٰۚا َٛ ُ٘
َٰٚۚ ٰۚ   ٜ َٛ َ ٰٰۚۚٱذَّمُٛاْٰۚأَۡلَشُبٌٍِٰۚرَّۡم ٰٰۚۚٱّللَّ َّْ َٰۚإِ ٰٰۚۚٱّللَّ َْ ٍُٛ َّ اٰۚذَۡؼ َّ ٰۚتِ
٨َٰٰۚۚخث١ُِشُۢ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi 
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena 
Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 
lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, 
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan” (QS. Al Maidah : 8)
12
 
e. Prinsip Kemaslahatan 
Bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yasng 
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f. Prinsip kejujuran 
Masing-masing pihak harus beritikad baik termasuk jujur dalam 
bertransaksi dengan pihak lain serta tidak saling mengeksploitasi 
pihak lainya 
5. Berakhirnya Akad 
Akad akan berakhir apabila:
13
 
a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang 
waktu. 
b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak 
mengikat. 
c. Dalam akad yang sifatnya menikat, suatu akad dianggap berakhir 
apabila: (a) akad itu terdapat unsur tipuan atau salah satu unsur tidak 
terpenuhi; (b) berlakunya khiyar syarat, khiyat aib, atau khiyar 
rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan (d) 
tercapainya tujuan akad itu secara sempurna. 
d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hal ini ulama 
fiqih menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan 
wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Alad yang bisa 
berakhir dengan wafatnya salah satu pihat yang melaksakan akad, 
diantaranya adalah akad sewa menyewa. 
 
 
                                                          






B. Upah Menurut Hukum Islam 
1. Pengertian Upah (Ijarah) 
Upah dalam iIslam dikenal dengan istilah Ijarah, secara terminologi 
kata Al-Ijarah berasal dari kata Al-Ajru‟ yang berarti al-„iwad yang 
dalam bahasa indonesia berarti ganti atau upah.
14
 
Menurut pengertian lain mengatakan bahwa secara etimologi ijarah 
adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah 
mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaanya. Untuk 
definisi ini digunakan digunakan istlah-istilah ajr, ujrah, dan ijarah. Kata 
ajara-hu digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang 
lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal-hal positif, bukan pada hal-hal 
negatif. Kata al-ajr (pahala) bisasanya digunakan untuk balasan di 




Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna 
(manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya 
pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiah mengatakan bahwa ijarah 
adalah akad atas manfaat disertai imbalan.
16
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Ijarah adalah “pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan 
(mu‟ajjir) oleh orang yang menyewa (musta‟jir), serta pemilikan harta 
dari hak musta‟jir  oleh seorang mu‟ajjir. Dengan demikian ijarah berarti 




 Adanya kaidah-kaidah dalam hukum kontrak (kesepakatan) 
dapat dibagi menjadi dua macam yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah 
hukum kontrak tertulis adalah kaidah-kaidah yang terdapat di perauran 
perundang-undangan dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum yang 
tidak tertulis adalah kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup 
dalam masyarakat, konsep konsep hukum ini berasal dari hukum adat. 
Definisi hukum kesepakatan atau kontrak  merupakan sumber 
perikatan dan persetujuan, salah satu syarat sah kesepakatan. 
Kesepakatan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang 
mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata 
sepakat dan menimbulkan kaidah hukum.
18
 
Ijarah dalam konsep awalnya yang sederhana adalah akad sewa 
sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Hal yang harus 
diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah pembayaran  oleh penyewa 
merupakan timbal balik dari manfaat yang telah dinikmati. Maka yang 
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menjadi objek dalam ijarah adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. 
Benda bukanlah objek dari akad ini, meskipun akad ijarah kadang-
kadang menganggap benda adalah objek dan sumber manfaat. Dalam 
akad ijarah tidak selamanya manfaat diperoleh dari sebuah benda akan 
tetapi juga bisa berasal dari manusia baik tenaga fisiknya maupun 
kemampuan lain dari manusia. Ijarah dalam hal ini bisa disamakan 
dengan upah mengupah dalam masyarakat. 
19
 
 Upah adalah sejumlah uang yang di bayar oleh orang yang 
memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai 
perjanjian.
20
 Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah 
harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam bidang 
produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan 
atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang 
dibayarkan atas jasa dalam produksi. 




a. Menurut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa: “Ijarah yaitu suatu 
akad yang dipergunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan 
disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian 
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 Manfaat kadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah 
untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk 
karya, misalnya insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan 
sebagainya. Terkadang manfaat itu bisa berbentuk sebagai kerja 
pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan 
sebagainya). 
b. Menurut Ulama Syafi‟iyah mendefinisikan bahwa “ijarah yaitu suatu 
akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang di terima sebagai 




c. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah “ijarah yaitu suatu akad 
atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan 
mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), 
dan dengan penggantian yang jelas pula. 
d. Ibnu khaldun menyatakan bahwa, didalam Islam upah ditentukan 
berdasarkan jenis pekerjaan, hal itu sesai dengan pemikiran ibnu 
khaldun yang telah memberi isyarat bahwa pembagian pekerjaan 
mengokohkan kembali solidaritas sosial.
24
 Allah menciptakan semua 
yang ada di dnia ini untuk manusia, dan manusia mempunyai bagian 
dari segala sesuatu yang ada didunia ini. Tapi sekali seseorang telah 
memiliki barang, maka orang lain tidak bisa mengambil barang itu 
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melainkan seseorang tersebut harus memberikan sesuatu yang sama 
nilainya sebagai gantinya. Oleh karena itu maka penghasilan yang 
diperoleh orang dari pekerjaan merupakan nilai dari kerjanya. Nilai 
setiap orang terletak pada keahlianya oleh karena itu upah pekerja 
yang diperoleh berbeda-beda sesuai dengan jenis pekerjaan dan 
tanggungjawabnya. 
Definisi ijarah menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir 
sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu 
transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah 
ditentukan dan memberikan imbalan. 
Berdasarkan definisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan 
bahwa ijarah merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan 
manfaat (jasa) dari seorang mua‟jir oleh seorang musta‟jir yang jelas dan 
sengaja dengan cara memberikan pengantian (kompensasi/upah). Akad 
al-ijarah tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad al-ijarah juga tidak 
berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri 
adalah materi, sedangkan akad al-ijarah hanya ditunjukan pada manfaat. 
Demikian juga halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai 
objek al-ijarah untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu 
kambing termasuk materi. Antara sewa dan upah juga terdapat perbedaan 
makna oprasional, sewa biasa digunakan untuk benda, seperti seorang 
mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah”, 






di pabrik dibayar gajiannya (upahnya) satu kali dalam sebulan”. Jadi 
dapat dipahami bahwa al-ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada 




2. Dasar Hukum Upah (Ijarah) 
Kebanyakan Ulama fiqih sepakat bahwa ijarah disyari‟atkan dalam 
Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar 
Al-Asham dan Ibnu Ulayyah. Dalam menjawab pandangan Ulama yang 
tidak menyepakati ijarah tersebut. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa 




Jumhur Ulama Berpendapt Bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan 
Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma‟ 
a. Al-Quran Surat Al-Qahash ayat 26-27 
ٰٰۚۚلَاٌَۡدٰۚ َٰٓأَتَِد  َ٠ٰۚ ا َّ ُٙ ِٰٰۚۚجۡشُٖ ٰۚۡ ٱۡسرَٰۚإِۡحَذى  ِٓ َِ ٰۚ َٰۚخ١َۡش َّْ َُّٰٰٞۚۚجۡشخَٰۚۡ ٱۡسرَٰۚإِ ِٛ مَ
ٌۡ ُٰٰۚٓۚٱ ١ ِ ٧ٰٰٕۚۚٱۡۡلَ
ٰۚأُِٔىَحَهٰۚإِۡحَذٰٰٜۚۚلَايَٰۚ ْۡ ٰۚأُِس٠ُذٰۚأَ َٰٟٓ َّٰٟۚإِِّٔ ٰٰۚۚٱۡتَٕرَ ِٰۚحَجج   َٟ ِٕ  َّ ٰۚأَْٰۚذَۡأُجَشِٰٟٔۚثَ
َٰٓ  ٝ َٰۚػٍَ ِٓ ر١َۡ  َ٘
ٰۚإَِْٰۚشآََٰءٰۚ َٰٟٓ َٰۚسرَِجُذِٔ َٰۚػ١ٍََۡه  ٰۚأَُشكَّ ْۡ آَٰٰۚأُِس٠ُذٰۚأَ َِ َٚ ٰۚ ِٰۚػِٕذَن  ۡٓ ِّ اٰۚفَ َدَٰۚػۡشش  ّۡ َّ ٰۚأَۡذ ْۡ ِ فَئ
ُٰۚ ٰٰۚۚٱّللَّ َٓ َِٰٓۚ ٍِِح١ ٦ٰٰٰٕۚۚۚٱٌصَّ 
Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat 
dipercaya". Berkatalah dia (Syu´aib): "Sesungguhnya aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka 
itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak 
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hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan 






b. Al-Quran Surat Thalaq ayat 6 
ٰۚفَٰۚ ُۡ ٌَُٰۚى َٓ ٰۚأَۡسَضۡؼ ْۡ ِ ٰۚتَٰۚ َفَئ ُشْٚا ِّ ۡأذَ َٚ ٰۚ َّٓ ٰۚأُُجَٛسُ٘ َّٓ إ١َُِْٰٰٕۡۚۚىُاذُُٛ٘ َٚ ٰۚ ۡؼُشٚف   َّ تِ
ٰۚفََسرُۡشِضُغٌَُٰٰۚٗۚ ُۡ ٰٰٰۚۚٓۥَذََؼاَسۡشذُ  ٜ  ٧ٰۚأُۡخَش
Artinya: Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 
maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 
baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(QS‟ At-Thalaq: 6) 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian 
menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita 
yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian 
harus memberikan upah yang sepantasnya kepada merekan, apabila 
upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi 
kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 






                                                          











c. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 97 
ٰۚۡٓ َُِٰٰۚۚ ٰۚفٍََُٕۡح١ِ١ََّٕٗ ٞٓ ِ ۡؤ ُِ ٰۚ َٛ ُ٘ َٚ ٰۚ  ٝ ٰۚأُٔثَ ۡٚ ٰۚأَ َٰۚرَوشع ٓ ِِّ ٰۚ ا ٍِح  َٰۚص  ًَ ِّ ٰٰۚۚۥَػ
ٰۚط١َِّثَح   ج   ٛ َح١َ
ٰۚ َْ ٍُٛ َّ اَٰۚوأُْٛا٠َٰۚۡؼ َِ ٰۚ ِٓ ٰۚأَۡجَشُُٰ٘ۚتِأَۡحَس ُۡ ُ ٌََٕۡجِض٠ََّٕٙ َٚ٧٦ٰٰۚۚ
ٰٰۚۚ
Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki 
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka 
Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 
yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan 
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 




 Ayat tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka 
yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Maka 
seseorang yang bekerja disuatu badan usaha (perusahaan dapat 
dikatagorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahannya tidak 
memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang 
haram. Dengan demikian, maka seorang buruh yang bekerja dengan 





Selain ayat al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadist yang 
menegaskan tentang upah, hadits Rasulullah SAW antara lain adalah: 
ٰۚلَٰۚ َٰۚػُٕٗ ٰۚهللا َٝ َشَسِض َّ ُٰۚػ ِٓ ٰۚات ْٓ َسٍَُٰۚاَػ َٚ ٰۚ ِٗ َٰۚػ١ٍَ ٰۚهللا َٰۚصٍٝ ٰۚهللا َٰۚسُسٛي َي:
َٰۚػَشلُُٰٗۚ ٠َِّٰۚجفَّ ْ ٰۚاَ ًَ  ()سٚاٰٖۚتِٰٓۚاخٗاَْػطُٛااَّلَِج١َشاَْجَشُٰٖۚلَْث
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Artinya: “Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah 
SAW : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum 




Hadist Rasulullah SAW yang lain juga menegaskan bahwa 
dalam transaksi ijarah, sebaiknya disebutkan secara jelas dan 
ditentukan secara jelas pula besar kecilnya upah yang akan diberikan 
kepada pekerja 
ْٰٓۚ َػ َٰٰٚۚۚ َُ َسٍَ َٚ ٰۚ ِٗ َٰۚػ١ٍَ َٰۚصٍَٰٝۚهللاُ ُّٝ ٰۚاأَّثِ َّْ ٰۚاَ ٰۚهللاَُٰۚػُٕٗ َٝ َٰۚسِض ِّٜ ٰۚاُخذِس اَتَِٰٝۚسِؼ١ذع
ِٕاْسرَاَٰۚجشَٰۚ َِ ٰۚ:ٰۚ ًَ اق(لَ ٌَُٰٰۚٗۚاُْجَشذَُٰٗۚ)سٚاٰٖۚػثذٰۚاّسصَّ ُِّ ٰۚاَِجًشاف١ٍََُس
Artinya: Dari abu sa‟id Al khudri ra. BahwasannyaٰۚNabi SAWٰۚ
bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka 




ٰۚهللاَٰۚصٍَٰٝۚهللاٰۚ ًُ َٰۚسُس َُ ٰۚاِجرََج ٰۚفَمًَ: َِ ُٰۚحْجا َٰۚسِضٰٝۚهللاٰۚػٰٕٗۚاَجَشا َػٰٓۚأََسع
سَٰۚ َٚ ٰۚ ِٗ َٰۚػ١ٍَ َٰۚط١ثَحَ ٰۚاّتُٛ ُٗ َّ َٰۚحجَّ ,ٍُٰٖۚ َٚ ٰۚ)َس َع َٰۚطَؼا ْٓ ِ ٰۚ ِٓ َٰۚصاَػ١ اَػظَاُٖ َٚ
ٰۚاٌثَُخاِسٜ(
 
Artinya : Dari Annas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah 
dari bekerja membekam, dia mengatakan: “Rasulullah 
SAW. Dibekam oleh Abu Thaibah, dan beliau memberinya 




Hadist lain Rasulullah Menyebutkan bahwa Allah Allah 
memusuhi orang-orang yang berlaku tidak adil dengan perbuatan yang 
dilarang oleh agama, seperti hadist berikut: 
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ٰۚهللاَٰۚصٍَٰٝۚهللاَٰۚػٍَٰۚ ًُ ٰۚلَاَيٰۚ:ٰۚلَاَيَٰۚسُس ٰۚهللاَٰۚػُٕٗ َٟ َٰۚسِض ٰۚاَتَُِٰٝۚ٘ش٠شجَ ْٓ َػ َٰٚۚ ِٗ ١
ٰۚ ًُ َسُج َٚ َٰۚغَذُس َُّ ٰۚتِٰٝۚثُ ٰۚاَػطَ ًُ َٰۚسُج ِح َِ ٰۚاٌم١ِا ََ َٛ٠ٰۚ ُُٙ ُّ ٰۚأََاَخس ٰۚثَََلثَحُ , َسٍَُّ تَاَعَٰۚٚ
ٰۚ)سٰٖٚۚ ٰۚاَجَشُٖ ِٗ ٠َٰۚؼِط ٌَُ َٚ ٰۚ ُٕٗ ِّ ٰۚفَاسرَٛف١َ ٰۚاَسرَاِْخ١ّشا َٰۚسُي َٚ ٰۚ ,ُُٕٗ َّ ٰۚثَ ًَ ٰۚفَاََو ُحًشا,
 ِسٍُ(
Artinya: Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW, Bersabda, "tiga 
golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah: 
seseorang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku, 
kemudian ia berkhianat, seseorang yang menjual orang 
merdeka dan menikamati hasilnya, dan seseorang yang 
mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan baik 




ُّٰۚٝ ٰۚاأَّثِ َّْ ٰۚهللاَُٰۚػُٰٕٗۚاَ َٝ َٰۚسِض ِّٜ ٰۚاُخذِس ٰۚاَتَِٰٝۚسِؼ١ذع ْٓ َػ ََُٰٰٚۚۚ َسٍَ َٚ ٰۚ ِٗ َصٍَٰٝۚهللاَُٰۚػ١ٍَ      
اق( ٌَُٰٰۚٗۚاُْجَشذَُٰٗۚ)سٚاٰٖۚػثذٰۚاّسصَّ ُِّ ِٕاْسرَاَٰۚجَشاَِجًشاف١ٍََُس َِ ٰۚ:ٰۚ ًَ  لَ
Artinya: Dari abu sa‟id Al khudri ra. Bahwasannyaٰۚ Nabi SAWٰۚ
bersabda, “barang siapa mempekerjakan pekerja maka 
tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq) 
 
e. Ijma’ 
Islam pada masa sahabat telah berijma‟ bahwa ijarah dibolehkan 
sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat 
mendatagkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. 
Para Ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma‟ ini. 
Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: “Dan atas disyari‟atkannya 
sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) 
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pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma‟ para Ulama 
ini”, karena Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas 
barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
35
 
Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan 
bahwa “sesungguhnya sewa-menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 
fuqaha negri besar dan fuqaha masa pertama”.
36
 Al-ijarah merupakan 
“akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui 




3. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah) 
a. Rukun Upah (Ijarah) 
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya 
rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, 
yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam 
konsep Islam unsur- unsur yang membentuk itu disebut rukun.
38
 
Ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad 
hanyalah ijab dan qabul saja mereka mengakui bahwa tidak mungkin 
                                                          
 
35
 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah....,, h.18 
 36 
Ibnu Rusyd, Bidayah al Mujtahid juz 2, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga), 
h.165 
37 Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syari‟ah dari teori ke praktek, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001), h. 117 
 
38







ada akad tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan: ada pun 
sewa-menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah 
kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksud dengan rukun adalah 
apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa-menyewa 
adalah sifat-sifat yang tentang tergantung kebenarannya (sahnya) sewa 
menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. 




Jadi menurut hanafiyah rukun sewa-menyewa ada dua yaitu ijab 
dan qabul. Hal ini disebabkan para Ulama Hanafiyah mempunyai 
pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang 
dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan sahnya 
suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu 
sendiri. 
Adapun menurut jumhur Ulama, rukun ijarah ada (4) empat, 
yaitu: 
1) Aqid (Orang Yang Berakad) 
Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah 
mengupah. Orang yang menerima upah dan menyewakan disebut 
mu‟ajjir dan orang yang memberikan upah untuk melakukan 
sesuatu dan menyewa sesuatu disebut musta‟jir.
40
 
2) Sighat  
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Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (sighatul-
„aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) 
utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan 
diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul 
pada jual beli hanya saja dalam ijarah harus menyebutkan masa 




Yaitu sesuatu yang diberikan musta‟jir atas jasa yang telah 
diberikan atau diambil manfaatnya dari mu‟ajjir. 
4) Manfaat 
Untuk mengontrak seseorang musta‟jir harus diketahui bentuk 
kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karna itu jenis 
pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena 
transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.
42
 
b. Syarat Upah (Ijarah) 
 Terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan antara rukun dan 
syarat sewa-menyewa menurut hukum Islam. Yang dimaksud dengan 
rukun sewa menyewa adalah sesuatu yang merupakan bagian dari 
hakekat sewa-menyewa dan tidak akan terjadi sewa menyewa tanpa 
terpenuhinya rukun tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat 
sewa- menyewa ialah sesuatu yang mesti ada dalam sewa- menyewa, 
tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakekat sewa-menyewa 
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 Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru diangap sah 
apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana yang 
berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat 
akad ijarah adalah sebagai berikut:
43
 
1) Pelaku Ijarah Haruslah Berakal 
Kedua belah pihak yang berakad, menurut Ulama Syafi‟iyah 
dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab 
itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil 
dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka 
(sebagai buruh), menurut mereka, al-ijarah tidak sah. 
secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang 
melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki 
kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan 
yang dilakukannya dapat dipertangungjawabkan secara hukum. 
Para Ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan 
bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal 
yang bersifat fisik dan kewajiban, segala segala tindakan yang 
dilakukannya dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan yang sah. 
2) Keridhaan Pihak Yang Berakad 
Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya 
untuk melakukan akad al-ijarah. Apabila salah seorang diantaranya 
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terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini 
berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 
29, yang berbunyi:  
َٰٰۚٓ َشج٠ًَٰۚ  ٰۚذَِج  َْ ٰۚأَْٰۚذَُىٛ َٰٓ ٰۚإَِّلَّ ًِ ِط ثَ  ٌۡ ٌَُىُٰۚت١ََُٕۡىُٰۚتِٱ  َٛ ِۡ ٰۚأَ ْا َٰٛٓ ُْٕٛاََّٰۚلٰۚذَۡأُوٍُ َِ َٰۚءا َٓ َاٰۚٱٌَِّز٠ أ٠َُّٙ
اٰۚ  ّ َٰۚسِح١ ُۡ ٰۚتُِى َْ ََٰۚوا ٰۚٱّللَّ َّْ ٰۚإِ  ُۡ ْاٰۚأَٔفَُسُى َٰٛٓ ََّلٰۚذَۡمرٍُُ َٚ ٰۚ  ُۡ ُٕى ِِّ ٰۚ  ٧َٰٕۚػٰٓۚذََشاض 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman,  janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 
kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan 
suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 




       Ayat di atas menjelaskan bahwa diperintahkan kepada umat 
Islam untuk mencari rejeki yang didapat dengan jalan yang halal 
bukan dengan jalan yang batil, dan juga tidak dengan unsur yang 
merugikan antara kedua belah pihak. 
       Akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan salah satu pihak 
atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik dari pihak yang 
berakad atau pihak lain.
45
 
3) Objek al-ijarah diserahkan secara langsung dan tidak cacat. 
 Objek al-ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara 
langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para Ulama fiqh sepakat 
menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yag tidak 
boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 
4) Objek al-ijarah sesuatu yang dihalalkan oleh syara 
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 Islam tidak membenarkan terjadi sewa menyewa atau 
perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, 
misalnya sewa rumah untuk maksiat, menyewa orang untuk 
membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh 
menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan 
tempat ibadah mereka, menurut mereka objek sewa menyewa 
dalam contoh di atas termaksud maksiat. Sedangkan kaidah fiqh 
menyatakan bahwa “sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak 
boleh” 
5) Objek al-ijarah berupa harta tetap yang dapat diketahui 
 Jika   manfaat   itu   tidak   jelas   dan menyebabkan 
perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidak jelasannya 
menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai 
maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud 
dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu dan penjelasan, 
objek kerja dalam penyewaan para pekerja. 
a) Penjelasan Manfaat 
Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada 
harganya, dan dapat diketahui 
b) Penjelasan Waktu 
Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk menetapkan 
awal waktu akad, sedangkan ulama syafi‟iyah mensyaratkanya, 






tahuan waktu yang diketahui. 
c) Penjelasan jenis pekerjaan sangat pentingdan diperlukan ketika 
 menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan 
atau pertentangan. 
d) Penjelasan waktu kerja 
Tentang batas waktu kerja sangat tergantung pada pekerjaan  
dan kesepakatan dalam akad.
46
 
e) pembayaran (Uang Sewa) Seharusnya bernilai dan jelas 
 pembayaran uang sewa hendaklah dirundingkan terlebih dahulu 
antara kedua belah pihak atau dengan cara mengembalikan adat 
kebiasaan yang sudah berlaku agar tidak menimbulkan keraguan 
antara kedua belah pihak 
f) Ma‟qud „Alaih (barang) harus dapat memenuhi secara syara 
Tidak sah menyewa seseorang perempuan yang sedang haid 
untuk membersihkan masjid sebab tidak dibenarkan syara‟ 
g) Kemanfaatan benda dibolehan oleh syara‟ 
Pemanfaatan benda harus digunakan untuk perkara-perkara 
yang dibolehkan syara‟, seperti menyewa rumah untuk ditempati 
atau menyewa jaring untuk berburu dan lain-lain. 
Para ulama sepakat melarang ijarah baik benda atupun 
barang untuk keperluan maksiat atau berbuat dosa. Dalam 
kaidah fiqih dinyatakan: ُٰۚص ْٛ ََّٰۚل٠َُج َؼاِصٝ َّ ٌْ ٰۚا َٰۚػٍَٝ  menyewa) اََّلِءسرَِجاُس
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untuk suatu kemaksiatan tidak boleh) 
h) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya 
Di antara contohnya adalah menyewa orang untuk shalat 
fardu, puasa ramadhan, dan lain-lain. Juga dilarang menyewa 
ibu untuk menyusui anak kandung nya sendiri sebab itu adalah 
kewajibanya. 
i) Manfaat ma‟qud „alaih sesuai dengan keadaan yang umum 
Tidak boleh menyewa pohon untuk diijadikan jemuran atau 
tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon 
yang dimaksud dalam ijarah.
47
 
4. Macam-macam Upah 
Upah dalam fiqih muamalah diklasifikasikan menjadi dua : 
a. Upah yang telh disebutkan (Ajrun Musammah) adalah upah yang 
sudah disebutkan syaratnya dan keika disebutkan harus disertai 
dengan kerelaan pihak-pihak yang berakad. 
b. Upah yang sepadan (Ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan 
kondisi kerjanya (profesi kerja)  
Dilihat dari segi objeknya akad ijarah dibagi menjadi dua: 
a. Ijarah manfaat (iharah ala al-manfa‟ah), seperti sewa-menyewa 
rumah, kendaraan, pakaian, dan alat-alat kerja. Dalam hal ini mu‟ajir 
mempinyai benda-benda tertentu dan musta‟jir membutuhkan benda 
tersebut dan erjadi kesepakatan antara keduanya, dimana mu‟ajir 
                                                          






mendapat imbalan tertentu dari musta‟jir dan musta‟jir mendapat 
manfaat dari benda-benda tersebut. Apabila manfaat itu yang 
diblehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat 
menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 
b. Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah al al-a‟mal), ialah dengan cara 
mempekerjakan seseorang dengan melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
seperti ini menurut Ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, sepertu buruh bangunan, kuli angkut, buruh tani. 
Mu‟ajir dalam hal ini adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga 
dan jasa kemudian musta‟jir adalah pihak yang membutuhkan 
keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mua‟jir 
mendapat upah atas tenaga yang ia keluarkan, musta‟jir mendapatkan 
tenaga atau jasa dari mua‟jir. 
48




c. Ijarah khusus, yaitu ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum 
orang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan orang yang 
telah memberinya upah. 
d. Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama, 
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5. Hak Menerima Upah 
 Hak dalam Ijarah adalah kewajiban untuk memberikan pada waktu 
yang telah disepakati. secara umum dalam ketentuan Al-Quran Allah 
telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:  
ٰۚ َّْ َٰۚ۞إِ ٰۚتِٰٰۚۚٱّللَّ ُش ُِ َؼۡذي٠َِٰۚۡأ
ٌۡ َِٰٰٰۚٓۚٚۚٱ ۡحَس  ِٰۚرٰٰٞۚۚٱۡۡلِ ِ ٞ
إ٠ِرَآَٰ َٰٚۚ ٝ مُۡشتَ ٌۡ ٰٰۚۚٱ ِٓ َٰۚػ  ٝ َٙ ٕۡ َ٠ فَۡحَشآَٰءَِٰۚٚ
ٌۡ َٕىشَِٰٰٰۚۚٚۚٱ ُّ ٌۡ ِٟ َٰٰٰۚۚٚۚٱ ثَۡغ
ٌۡ ٰٰۚۚٱ ُۡ ٌََٰۚؼٍَُّى ُۡ ٠َِؼظُُى
ٰۚذََزوَّٰۚ َْ ٧ُٰٰٓۚۚشٚ
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 
dapat mengambil pelajaran”(QS. An Nahl ayat 90) 
Ayat diatas jika dikaitkan dengan perjanjian kerja atau perjanjian upah 
mengupah maka dapat ditemukan bahwa Allah memerintahkan kepada 
pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, bijaksana serta dermawan kepada 
pekerjanya disebabkan pekerja memiliki andil yang cukup besar dalam 
kesuksesan usaha dari pemberi pekerjaan, maka wajim memberi upah 
dengan adil kepada pekerjanya terutama dalam hal kelayakan upah.
50
 
6. Waktu Pembayaran Upah 
      Pembayaran upah pada prinsipnya harus diberikan dalam bentuk 
uang, namun dalam praktik pelaksanaan tidak mengurangi kemungkinan 
pemberian upah dalam bentuk lain seperti barang, tetapi dengan nilai 
yang sesuai dan telah disepakati.
51
 Waktu pembayaran upah tentunya 
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harus sesuai dengan perjanjian akad yang telah disepakati bersama, bisa 
dibayarkan diawal akad atau dibayarkan saat pekerjaan selesai. Akad 
dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara antara pekrja dengan 
pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dulu 
bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi 
besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.sesungguhnya seorang 
pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaanya 
dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam 
terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang 
menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jika seorang 
pekerja tidak menunaikan kewajibanya atau dengan sengaja menunaikan 
pekerjaanya dengan tidak semestinya, maka dapat diperhitungkan 
pemotongan upah sebab setiap hak dibarengi dengan kewajiban. 
7. Sistem Pembayaran/Pengupahan Dan Batalnya Upah (Ijarah) 
a. Sistem Pembayaran/Pengupahan 
Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berahir pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 
jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai 
pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut abu 
Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan 
manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi‟iyah dan Ahmad, 
sesungguhnya ia berhak dengan akad iu sendiri. Jika mu‟ajir 










Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:
53
 
1) Pekerja telah selesai. Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar 
upahnya pda saat jasa telah selesai dilakukan. 
2) Mendapat manfaat, jika ijarah dalam bentuk barang. Apabila ada 
kerusakan pada barang sebelum dimnfaatkan dan masih belum ada 
selang waktu, akad tersebut menjadi batal. 
3) Kemungkinan untuk mendapat manfaat pada masa itu sekalipun 
tidak terpenuhi secara keseluruhan. 
4) Mempercepat pembayaran ijarah sesuai kesepakatan kedua belah 
pihak sesuai dengan hal penangguhan pembayaran. 
Hak menerima upah bagi mua‟jir adalah sebagai berikut: 
1) Ketika pekerjaan telah selesa. 
2) Jika penyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, 
kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang 
diijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. 
Menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan 
menangguhkanya sah seperti juga halnya mempercepat yang sebagian 
dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. Jika dalam akad tidak ada kesepakatan mempercepat atau 
menangguhkan, sekiranya dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib 
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dipenuhi sesudah berakhirnya akad tersebut. Misalnya orang yang 
menyewa rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan 
berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.
54
 
b. Batalnya Upah 
Para Ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi mu‟ajir, 
apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut Ulama Syafi‟iyah, jika 
mu‟ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap 
memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangannya, ia 
tidak mendapat upah. 
Ulama hanafiah juga hampir senada dengan pendapat di atas hanya 
saja diuraikan lagi sebagai berikut: 
55
 
1) Jika benda ada ditanga mu‟ajir 
2) Jika ada bekas pekerjaan, mu‟ajir berhak mendapatkan upah sesuai 
bekas pekerjaan tersebut 
3) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, mu‟ajir berhak mendapat upah 
atas pekerjaannya sampai akhir. 
4) Jika benda berada di tangan penyewa, berhak mendapat upah 
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8. Berakhirnya Akad Upah (Ijarah) 




a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 
dijahit hilang. 
b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan 
pada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa 
seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. 
c. Menurut Mazhab Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, 
karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut jumhur Ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 
wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut 
mereka, boleh diwariskan dan al- ijarah sama dengan jual beli, yaitu 
mengikat kedua belah pihak yang berakad. 
d. Akad sewa menyewa akan berakhir ketika hahal berikut terjadi:57 
1) Terjadinya aib pada barang sewaan yang kejadiannya ditangan 
penyewa atau terlihat aib lama padanya. 
2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang 
menjadi menjadi „ain. 
3) Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), seperti baju yang 
diupahkan untuk dijahit, karena akad tidak mungkin terpenuhi 
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sesudah rusaknya (barang). 
4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya 
pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur 
yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijarah tanah pertanian 
telah berakhir sebelum tanaman di panen, maka ia tetap berada 
di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun 
terjadi pemaksaan, hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya 
bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut 
tanaman sebelum waktunya. 
 
C. Tinjauan Pustaka 
 A Irfan Arif Maulana (2018) dalam penelitinya berjudul 
“Penerimaan Upah Pekerja Harian Dalam Perspektif hukum Islam”. Adapun 
penelitian ini menggunakan metode Observasi dan wawancara, dengan 
rumusan masalah bagaimana perbedaan upah pekerja harian pada pekerja toko 
pakaian di pasar tengan Bandar Lampung, dan  bagaimana pandangan hukum 
Islam tentang sistem pengupahan yang terjadi, hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerimaan upah pekerja harian para pekerja toko pakaian 
dipasar tengah Bandar Lampung terjadi perbedaan dalam satu toko meskipun 
tugas dan tanggungjawab pekerja sama, terjadi keterlambatan pemberian upah, 









 Penelitian Heri Setiawan (2014) dengan judul “Upah Pekerja/Buruh 
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan Yuridis normatif  yaitu mendekati masalah yang diteliti 
dengan melihat bagaimana aturan dalam bentuk undang-undang dan peraturan 
pemerintah serta dalil-dalil yang terdapat dalam Quran, hadist,kaidah fiqih 
serta pendapat para ulama, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa  terjadi  
perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam tentang standar upah yang 
layak untuk pekerja yakni dalam dalam hukum positif kelayakan diukur dari 
regulasi upah minimum yang disepakati oleh pemerintah sedangkan dalam 
hukum Islam diukur dengan tiga hal yakni nilai upah, bentuk upah, dan 
ketepatan waktu dalam memberikan upah. Jika ketiganya tidak terpenuhi maka 
kelayakan upah berkurang atau bahkan hilang.
59
 
 Dewi Lestari (2015) dengan judul penelitian “Sistem Pengupahan 
Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan 
metode wawabcara dan observasi langsung, dengan tujuan untuk menganalisis 
praktik pengupahan pekerjadalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini 
menggunakan rumusan masalah yaitu bagaimana sistem penetapan upah 
karyawan pada UMKM produksi ikan teri di Desa Koro Welang kecamatan 
Kepiring Kabupaten Kendal. 
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 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik bisnis yang 
dijalankan oleh UMKM produksi ikan teri di Desa Koro Welang belum sesuai 
dengan Syariat Islam, dimana majikan tidak menyebutkan upah yang akan 
diterima oleh pekerjanya secara jelas sebelum pekerjaanya dimulai sehingga 
pekerja hanya mengetahui bahwa upah dibayarkan setiap minggu dengan 
sistem borong, sehingga pihak majikan memberikan upah tidak sesuai dengan 
tenaga yang telah dikeluarkan.
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